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| ABSTRAR

[ Megara Modem di dunia pada umumnya sudah bermuansa Hukum. Demikian juga dengan Negara Indonesia
vang sudah semenjak Proklimasi sshen 1945 sampai sekarang menyeba diri sebagai Negnra Hukuom, Namen, sekarang
Indonesia 1elah mengamandemen konstitusinya. Dan pemyataan sebagal Megara Hukum semakin dikuaikan dengan
dirnzsukkan kedalemn salah satu pasal didalam konstitusingg. Negars Hukum, identik dengran Pemisaban Kekpasson dan
Fembagian Kekuasan. Schingea, dengan berubahnya konstitusi Indonesis maka berubah puty konsep yang dipakaimya.
Uralam sistem ketatanegarnan yang lal, Indenesia menunet para pakar memakai sistem Pembagian Kekuasaan, Seiring
dengan perubihan wakle, Indonesia berkembang dan menggumakan sistern Pernisahan Bekisaun, entuk kemerdekian
wembaga pegare dalam  menjalankan  fengsinyg masing-masing.  Dalam perkembangan  ini,  ponulis  menelis
perkembanpan sistem ketitancgaraan dengan menggunakan metode Yuridis Wormatif, Dirsan penulis melakukan
penelitian melalui literatur-literatur vang beriebungan dengan Pemisahan Kekuasaan dan Pembagion Kekuasaan secara
umum serti yang khusus mengenai Indonesia. Disini peaulis meneliti mengenai pemisahan kekuassan vana berlaku di |
Megara Hukuw ladonesia yang penuliz Tihat dari berbagai segi dan penulis kKhwsuskan dalam pmkamprin, sebelum dan
sztelah amandemen. Swrnber data vang penulis dapatkan melalui penelitian pustika dan melalui berbagai bahan bacaan
dari media cetak, serta elekironik. Penstizn pustzks bersumber dor Undang-Undang Dosar tahen 1943 sebelum dan
seiglah amandemen {1-4), persturan perendzng-undangan, buku-buku, majalal dan surat kabar sera Jurmal. Drari hasil
penclitiar: didapat kesimpulzn badiwa hal mengenai peinisahan kekwnssan di Indonesia belum bisa meneapai apa yang
Slamanatkan sila ke lima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” disebabkan, lndonesia masih
mengadopst sistem ketatanegarsn yang belum terudi dan masib didalam masa percobaan. Ol karena o, untok
mengambil sebush sistem ketatanegaqan tidak hanva dilihat dash sisi kemajuan sebigh negora vang akan Oifadikan
contoh, Tetapi, yang wajib diperhatikan adalah orientasi dari negara dan dasar pendieian negara terseht,

skripai telah diperiahankan di depan panawji dan dinvarakan Julus paada tanogal 3 mare 20400
_Atsrak teloh disetujui oleh Penguji -

Tanda Tangen I} g . 2} ! f -
ﬁ h r‘] T}'if.,_ o A
- - LA et
T E .'. = B
_Mama Terang N Atfiani SH MH | Dian Bhatkti Setiawan 511 MH
Wlenpetahu ;

_—
Lo=ia Jurnigan - Yunita Syofvan SH M| Tanitha tangan

- - telsh lerdafiar ke fakulias laiversita dan merdapal Momor Alumnus
S as | Petugas Faknltas / Hnrversitas
Afurnni Fakullas Mama Tunda Tangan

. Alumni Lniversins *ama Toanda 'I'ungem




BABRI

PENDATTILITAN

1.1 Latar Belakangz

Sebelum amandemen ke tiva Undang-Undang Dasar 1945 (LD 194353,
permvatasn  veng  membuktikan  bahwa  Indenesia adalah Negara  Hukum
(rechissionn) dan bukan bardasarkan kekuasaan belaka (machisstaat’ terlihat
dalam penjelasan UUD 1945 pada sistem pemenniaban negara vang dikenal
denpan tujuh kunei pokok. Namuon, kekuatan hukum dan panjelasan tersebut fidak
mempunyal kekueatan hukom vang kuat. Oleb karena tu, pada amandamen ke tiga
UL 1945 pernyataan lentang MNegara Hukum dimasukkan ke dalam Pasal 1 avai
{3} “Megara Indonesia adatah Megara Hukum™

Megara Indonesia tdak menganut Freay Poditica mumi sebagaimana

yang

1
-

dijelaskan oleh Monresguien dalam gjarannya tersebut Kareny Neparg
Indonesin memiliki Majelis Permusvawaratan Rakvat (MPR) vang dalam ULID
1945 sebelum amandemen disebut sebaza Lembaza Nepara Terunzge MPR
dalam Penjelasan LIUTY 1945 sehelum amendemen, merupokan permjelmaan rakyval
Indaonesia { Periretngsargans des Willen des Staarvetiensy” Dan bila difihal lebih
rinci. pada Megera Hukum Modem Tray Poliitea memang tidak bisa diteraphan

secara mumi dan konsekuen® karena satu orpan deri Negara hukum i,

DRI 1505 ) sebehum amandeimen 1 bagiun Penjelasin

Uipbang-Undong Dinsar Begoumn Kepitbhk lealimasis ki 19295 Aamaradenien Lo biga
"Perpelsan TIUT 153 sebelum amandemen vang teelihat daliom saah koo posabl
Vi Mt Yunas, 1992, Bossepss Nepara Hodom, Angkiae Bayva, Puduag, blm 37
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mempunyval tuges vang lidak hanva sebagaimana tuges sebenarmyva dan organ
tersebut,

Menurut Moh, Kusnardn Undang-Undoeng Dasar 1943 dak mengano
aras permusahan kekuasaan, dengan tidak hanya menumjuk kepada kerjasara
antara DPR dan Pemenntah dalam tugas legslatif seja Tedops juga jumlah argan-
argan Megarg vang ditentekan dalam UUD 194 ndak terbatas pada figa hal saja
melainkan lebih daripada o Sehingga timbul Kemunghinan bahwa suatu organ
mempunval fungesi lebth dar salo atau sebaliknva’

Apa vang disvatskan oleb Moh, Kusnardn, sesuar dengan keadaan
ketatanegarzan  Republik Indonesia saat sekarang ani Mamon, dewssa
Letatanegaraan Indomesia telah berkembang yvang dapat dilihal dengan adanss
lembaga negara baru dalam bidang yudikatf vang berfungs: sebagm mengup
Undang-Undang terhadep Undang-Undang Dasar Republibh Indonssia tahun 19443
Lambapa tersebut hermama Mahkamah K-::_u:nsmum.Dengan hadimys lembaga baru
tersebut, maka permesshan kekuasaan vang bertolak dan ajaran ¥rias Pelivies yang
e mielo mewarman ketatanceeraan Republik Indomesia dewasa au

Amin Rais. mengatakan bahwa, “Reformasi konstitesi vang  telah
dilgkukan  merupakan  sate  langkah  besar  demokrasi  dalam upava
menyempuraakan Undang-Undang Dasas (ULID) 1925 menjads Konstitus yang
demokratis, konstitusi vang =esual denzan zaman. konstilasi vang  mampu
mewadahi dinamika bangsa dan perubahan saman pada masa vang akan datang

Dengan ULD vang telah diamendir, dibadapan kita telzh terbentang suatu era
Indonesia baru vang lebih demakratis dan lehih mope™

* e lalan 3%
lnid Tar, 2000, Meforra Mubam Tawa Neoara Setelai dewedemea 000 D000 Aadaling
Ulnpeersnty Preas, Padang, him 196
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BAB 1V

PENUTUP

I'V.1 Kesimpulan

£

Lo

Pemiszhan Kekuaszan Negara Indonesia sebelum amandemen UL 1545
sangat rumit dan sangat sulit dimengerti, Sebinggs, tenadinva berbagai
ketidakseimbangan dalam sistem vange ada di Indonesia Sepertl tenadinva
dominast  kekuasaan  eksekudf terhadap seluruh badang  Akibal dan
ketidaksetmbangan  tersebut  menghastlkan  ketzstznegaraan vang  fidak
kumjung maju dan dapat dikatakan tidak berhasil. Hal in dibuktikan dengan
berbagai kebobrokan yang terjadi dalam sislem ketatanegaraan Indonesia
sehefum amandemen UL 14945,

Sedangkan, Pemiszhan Kekuasaan setelah amandemen LD 1945 sudah
dapat dikatakan cokup maje dan hampic mencapai kedudukan Negara
Hukum vang telah  lebibh  dabuluy mapo Meskipun bezite,  dalam
perjalanannys masth banvak terjadi ketdakiepatan dalam menjalankan
komiral dan keadilan kekuasaan yvane dimilikinyva

Antara Megara Hukum den Pemisaban Kekuasaan ndak dapal dipesabikan
Karena, MNegara Hukum mengindikasikan sebush negara yvang dianr dalam
peramran. Dimana namtinya sebuab kekuasaan akan diatur melalui peratran
dan  kekuasaan  tersebut wajib mengikutl  perzuran vang  telab ada

Sedangkan Permsahan kekuasaan memberikan sebuah jaminan kepada
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